
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RI.AU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 77 TAHUN 2O2I

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (21

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2O2l tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan

Penerima Tunjangan Tahun 2O2L, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari

Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Natuna;

1. Undang:-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39021

sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan

Mengingat



t Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang

Pembahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a88O);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OtS Nomor 58, Tambahal Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta

Kerja (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65731;

Perahrran Pemerintah Nomor 63 Tahun 2O2l tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,

dan Penerima Tunjangan Tahun 2O2t (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 1O8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66821;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah.un 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor L78ll;
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor I I
Tahun 2A2O tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2O2L

3.

4.

5.

6.
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Menetapkan

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2O2O

Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN

TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI

;LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemenntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan hrgas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia.

4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Natuna.

5. Bupati adalatr Bupati Natuna.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentrr,

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki

jabatan pemerintahan.

7. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya

berada pada lembaga negara yang mempakan alat

kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang
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fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan

fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan

ketentuan Peraturan perundang-undangan;

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS

adalah warga Negara Indonesia yang belum diangkat sebagai

aparatur sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
g.rHari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN

GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji

Ketiga Belas Tahun 2O2l kepada Aparatur Negara.

Pasal 3

(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

terdiri atas:

a. PNS dan CPNS;

b. Pejabat Negara; dan

c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Aparatur Negara termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur

Sipil Negara yang berEugas pada instansi Daerah yang

menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan

Umum Daerah;

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b adalah Bupati dan Wakil Bupati.

(2t

(3)



vr-

Pasal 4

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, dan

Pejabat Negara, terdiri atas:

a. gaji pokok;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan

d. tunjangan jabatan atau tunjangan umlrrn,

sesuai jabatannya dan/ atau pangkatnya.

121 'Oatam hal Aparatur Negara yang memiliki tunjangan

jabatan lebih dari 1 (satu), tunjangan jabatan yang

diperhitungkan dalam Tunjangan Hari Raya dan Gqii Ketiga

Belas hanya salah satu dari tunjangan jabatan yang

nilainya paling besar.

Pasal 5

T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:

a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, dan

b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berfugas

pada lnstansi Pemerintah yang menerapkan pola

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah,

paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga

Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum

tersebut yang peringkat jabatannya atau gradarya setara.

Pasa] 6

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah, paling

banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi,

Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
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Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS terdiri

atas:

a. 8O% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

b. tunjangan keluarga;

c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan

d. tunjangan umum,

sesuai jabatannya dan/ atau pangkat golongan/ ruangnya.

Pasal 8

T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

a. tunjangan kinerja;

b. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;

c. insentif kineda;

d. insentif kerja;

e. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen

atau tunjangan kehormatan;

f. tambahan penghasilan bagi guru PNS;

g. insentif khusus;

Pasal 9

ftrnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, dibayarkan paling cepat 1O (sepuluh) hari kerja

sebelum tanggal Hari Raya.

Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari

Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

T\,rnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan

pada bulan Aprit Tahun 2421.

Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan

ketentuan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 5 atau

Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2O2L

(1)

at

(3)

(4)



t- yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kelanrangan

atau dilakukan penyetoran kelebihan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 1O

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat
t

dibayarkan setelah bulan Juni.

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 atau Pasal 6, untuk 1 (satu) bulan

pada bulan Juni Tahun 2O2L.

(a) Dafam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau

Pasal 6 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2O2l

yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan

atau dilat<ukan penyetoran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 11

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas ssfagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran

dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan

sesuai dengan -ketentuan Peraturan Perundang-undangan

dan ditanggung Pemerintah Daerah.

(3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gqii Ketiga Belas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima

lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, T\rnjangan Hari Raya



yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang

nilainya paling besar.

Pasal 13

Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima

lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang

dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya

paling besar.
t

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 14

Pembayaran T\rnjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal L5

(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui

penerbitan Surat Perintah Membayar langsung oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ke rekening

penerima.

(2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

mengajukan Surat Perintah Membayar Tunjangan Hari

Raya dan Surgt Perintah Membayar Gaji Ketiga Belas

kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 33 Tahun 2O2O tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Negeri Sipil,



Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Nonpegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna

(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2O2O Nomor 33);

dan

b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2O2O tentang

Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2O2O

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2O2O
r

Nomor 48);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal tt Mei so+t

h,, 
BUPATI NATUNA,

Diundangkan di Ranai

pada tanggal, 11 Mei ?o7l

H. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA

HENDRA KUSUMA

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 2?


